WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 52 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN BESARNYA BANTUAN KEUANGAN

Menimbang

Mengingat

o

KEPADA PARTAI POLITIK KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah
Kota Magelang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik di Kota Magelang perlu menyusun Tata Cara
Penghitungan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara
Penghitungan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,

Jawa Tengah dan Jawa Barat;

-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Remilihan Umum
grr:ggg?a Dewar? Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

: Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Undanhg ggf;;gmana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Daera Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
gt';dsa[‘l?w.darr]ig-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;

Undang-Undang
Keuangan antara

Undang-Undang Nomor 2 Tahun
Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahu
Keuangan Daerah;

imbangan
or 33 Tahun 2004 tentang Perim
g:nTeﬁntah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

2008 tentang Partai Politik;
n 2005 tentang Pengelolaan



Peraturan Da
pemel’intahan
Magelang:

Peraturan

Kedudukan [c)’:re;f?_: Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan,
Badan Felia %35_ Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah,
Praia; enzinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong

e
Y;ih Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan
9 menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota

9.  Peratur
Angmeren pzi%’ah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
apatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

10. Peraturan Dae
rah Kota Magelan m T
3 g Nomor 2 Tahun 20
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah: = L

1. Peraturan Pemeri
erntah Nomor 5 Tahun 2
Keuangan kepada Parti Politk un 2009 tentang Bantuan

12 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 29 Tahun 2009 tentang

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Magelang;

13. Eeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang

edoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD,

Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  : PERATURAN TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KOTA MAGELANG

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang; |
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur

Penyelenggara Pemerintahan Daerah;

. i lang;
kota adalah Walikota Mage , : :
i i Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh
pas Olk warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar
sekelom;? ita-cita untuk memperjuangkan dan membela
kesama

k dan ci
. kehiﬂg: anggota, masyarakat, bar}gsa dan _negara, serta
kepen?ggra: kgutuhan Negara Kesatuan Republik lnglqﬁs? ben_:la?rri:an
memett Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
: dang-Undang
pancasila dan Un
1945,



Bantuan .
Anggarankes]:nnc?; N adalah bantuan keuangan yang bersumber dari
kil a%atan da'n Bglanja Daerah yang diberikan secara
Popesn Pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan
akyat Daerah Kota Magelang;

! Angggran Pendapatan dan '
selanjutnya disingkat APBD a
Daerah Kota Magelang: :

. Dewan Pery '

akilan Rakyat Daerah selani isi
) jutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

Belanja Daerah Kota Magelang yang
dalah Anggaran Pendapatan dan Belanja

. BAB I
ATA CARA PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 2

(1) Besarnya nilai bantuan per suara untuk parpol yang mendapatkan kursi di

DPRD Kota adalah jumlah bantuan APBD tahun 2008 dibagi dengan
jumiah perolehan suara hasil pemilu tahun 2004 berdasarkan
penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU.

(2) Jumlah bantuan keuangan dari APBD setiap tahun kepada parpol adalah

jumlah perolehan suara parpol hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai
bantuan per suara (ayat 1).

BAB Ili
PENGALOKASIAN ANGGARAN

Pasal 3
' [ i APBD setiap
rnva jumlah bantuan keuangan yang gilalokajmkan dala_m :
tBaisua;l gdajlah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2009 dikalikan dengan

nilai bantuan per suara.

BAB IV
EPADA PARTAI POLITIK
[LAI BANTUAN KEUANGAN K
BESARNYAN el
n yang diterima partai polit_ik pad_a taht_Jn 2009
(1) Besemyy banttuuangke;:;%g 3;l)rogorsional mulai sejak diresmikannya

o Iltaz;jriuhiDPR hasil pemilu tahun 2009 sampai sisa waktu Tahun
keanggo

Anggaran 2009.



(2)

Besarnya nilai b

antuan keuangan sebagaima ' at
(1) adalah sebagal berpe g bagaimana dimaksud pada ay
[ No TNg ]
Urut ]::r }I)\Jama Perhitungan Jumiah Jumlah
] arpol Bantuan Setelah
o 2aes o — Tahap II Pembulatan
artai Keadilan | 5/12x Rp4.571.982 Rp 4.572.000
dan Persatuan Rp 8.207x 1.337
| Indonesia
2 18 Partai Keadilan | 5/12x Rp 15.904.482 | Rp 15.904.500
TTM Rp 8.207x 4.651
Panfan Amanat | 5/12x Rp 18.390.519 | Rp 18.390.500
- | | Nasional Rp 8.207x 5.378
4 | 13 | Partai 5/12x Rp 15.381.286 | Rp 15.381.300 |
I;ebangkitan Rp 8.207x 4.498
angsa
5 23 | Partai 5/12x Rp 25.869.148 | Rp 25.869.100
Golongan Rp 8.207x 13.591
I Karya
6 24 | Partai Persatuan | 5/12x Rp4.387.325 | Rp 4.387.000
Pembangunan | Rp 8.207x 1.283
7 | 25 | Partai Damai | 5/12x Rp5.317.452 | Rp5.317.000
Sejahtera Rp 8.207x 1.555
8 28 | Partai 5/12x Rp 46.475.557 | Rp 46.475.600
Demokrasi Rp 8.207x 13.591
Indonesia
Perjuangan
9 | 31 | Partai 5/12x Rp51.297.170 | Rp 51.297.200
Demokrat Rp 8.207x 15.001
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini
Nomor 24 Tahun 2009 Tentang

berlaku maka Peraturan Walikota Magelang
Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada

Partai Politik Kota Magelang Tahun 2009 di cabut dan dinyatakan tidak

berlaku.
Ditetapkan di Magelang
pada tanggal L\-12-2009
WALIKOTA MAGELANG

H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Mageland i
pada tanggal 21 Desember 20

DAERAH KOTA MAGELANG

NG TAHUN 5009 NOMOR 52

TA M AGELA

BERITA DAERAH KO



